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BAB ||
TINJAUAN UMUM TENTANG UPAH
A. Pengertian Upah
A.1l. Upah Menurut Undang-undang

Seperti yang telah diulas dalam bab sebelumnyawdahpah
merupakan satu komponen yang memiliki nilai leleitséndiri. Menurut PP
no 5 tahun 2003 upah diartikan sebagai hak pekenma diterima dan
dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan damgysaha kepada
pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang tédah akan dilakukan,
ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjakgaja, kesepakatan, atau
peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan ekerja dan
keluarganya (PP no 5 Tahun 2003 tentang UMR pagairi b).

Sedangkan definisi upah menurut Undang-Undang Naab8n
2003 tentang Ketenagakerjaan tercantum pada pasayaf 30 yang
berbunyi :

"Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima danydiakan

dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusabha gemberi

kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan yhiokan

menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atagrajuran

perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekmrfah dan

keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa ykehgh atau
akan dilakukar{UU No 13 Tahun 2003 pasal 1 ayat30)

! Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang KetenajgaierBP. Cipta Jaya, 2003, hal 5
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Dalam konteks yang sama, upah juga diartikan selbagalan dari
pengusaha kepada buruh untuk suatu pekerjaan agauyang telah atau
akan dilakukan, imbalan tersebut dalam bentuk ugawgg ditetapkan
menurut persetujuan atau peraturan perundang-uadamign dibayarkan
atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengukaigan buruh, termasuk
tunjangan baik untuk buruh sendiri maupun keluaygafiPP No 8 tahun
1981 tentang perlindungan upah).
Upah pokok minimum sebagaimana diatur dalam pexatientri
Tenaga Kerja No. 05/MEN/1989 yang telah di ubah jadinPeraturan
Mentri Tenaga Kerja No. 01/MEN/1996 jo. Peraturaanili Tenaga Kerja
No. 03/MEN/1997 Tentang Upah Minimum adalah upalkokosudah
termasuk didalamnya tunjangan-tunjangan yang la¢tsifap.
Beberapa jenis upah pokok minimum adalah sebagiiive
a. Upah Minimum Sektordl Provinsi (UMS Provinsi) yaitu upah
minimum  yang berlaku secara sektoral di seluruh
Kabupaten/Kota di satu Provinsi

b. Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMS
Kabupaten/Kota), yaitu upah minimum yang berlakcasa

sektoral di daerah Kabupaten/Kota.

2 Sektoral adalah kelompok lapangan usaha besembgggan menurut klasifikasi lapangan
usaha Indonesia. (F.X. Djumialdji S.H., M. HuRerjanjian Kerja Jakarta: Sinar Grafika, 2008, him.
27)
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c. Upah Minimum Kabupaten/Kota, yaitu upah minimum gan
berlaku di Daerah Kabupaten/ Kota.

d. Upah Mninimum Regional/Upah Minimum Propinsi; upah
minimum yang berlaku untuk semua seluruh KabupKtea/di
satu Provinsi. Upah minimum regional (UMR)/UMP dgitiap
daerah besarnya berbeda-beda. Besarnya UMR/UMBatticga
pada indek harga konsumen, kebutuhan fisik minimum,
perluasan kesempatan kerja, upah pada umumnnyabyaladu
secara regional, kelangsungan dan perkembangarsgheam
tingkat perkembangan perekonomian regional darmnakt

Dalam Kamus Besar Bahsa Indonesia (KBBI) upah dick#an

sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tkaggayang sudah
dikeluarkan untuk mengerjakan sesdatu

Definisi di atas pada dasarnya memiliki makna yasaga, yaitu

timbal balik dari pengusaha kepada karyawan. Sehindari pengertian
tersebut dapat disimpulkan menjadi hak yang hargsima oleh tenaga
kerja sebagai bentuk imbalan atas pekerjaan mer@kg didasarkan atas
perjanjian, kesepakatan atau undang-undang, damng rdagkupnya

mencakup pada kesejahteraan keluarganya.

3 .
Ibid
* Departemen Pendidikan Nasionglamus Besar Bahasa Indonesia KBBigt Ill, Balai
Pustaka, 2003, him. 1250
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Pengertian lain juga dapat kita lihat pada permyat®ewan
Perupahan Nasional yang juga mendefinisikan upatuspenerimaan
sebagai imbalan dari pemberi kepada penerima ketjg&k suatu pekerjaan
atau jasa yang telah dan akan dilakukan, yang mgsfusebagai jaminan
kelangsungan kehidupan yang layak bagi kemanustean produksi,
dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yanghteldetapkan menurut
suatu persetujuan, undang-undang dan peraturatugeradan dibayarkan
atas dasar suatu perjanjian kerja antara pembga #an penerima kerja
Perbedaan yang ada adalah point kelayakan yany diglekankan sebagai
aspek pencipta interaksi kerja yang harmonis.

Bila kita melihat teori upah menurut konsep baeatg/diungkapkan
oleh Hendry Tanjung, maka akan diketahui bahwa dgnisarat lebih
terkait dengan pemberian imbalan kepada pekergk tietap, atau tenaga
buruh lepas, seperti upah buruh lepas di perkebletapa sawit, upah
pekerja bangunan yang dibayar mingguan atau bahkaarf. Berbeda

halnya dengan gaji yang menurut pengertian barkaitedengan imbalan

® Ahmad S. RukyManajemen Penggajian dan Pengupahan Karyawan PéassJakarta:
Gramedia Pustaka Utama, 2001, him. 7.

® Makalah Hendry Tanjung, dengan judi{dhsep Manajemen Syariah dalam Pengupahan
Karyawan Perusahaan’mengemukakan upah dalam barat pada dasarnya satoapgmbayaran
insentif atau kompensasi kepada karyawan. Hanyapspedaan terletak pada interval pembayaran
tersebut. Gaji identik diberikan dalam kurun waktuanan sedangkan upah diberikan secara harian.
Beberapa komunitas mendikotomikan diri berdasas atgerval upah yang diterima. Buruh bagi
mereka yang intervalnya harian, kemudian karyawampgegawai bagi mereka yang bulanan. Namun
pada dasarnya mereka sama yaitu golongan penerimaah. u Lihat di
http://www.geocities.com/nurrachmi/lwg/ekopol/battén
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uang (finansial) yang diterima oleh karyawan ataekepa tetap dan
dibayarkan sebulan seKali

Dari ulasan yang dikemukakan Hendry Tanjung dalaakatahnya
"Konsep Manajemen Syariahérdapat dua istilah, yaitu upah dan gaji.
Akan tetapi keduanya memiliki persamaan yang merdggitu balasan
atau imbalan yang diberikan dari pengguna tenagg kepada pemilik
tenaga kerja. yang membedakan keduanya adalah wakthayaran, yaitu
gaji diperuntukkan bagi mereka yang menerima tidprb Sedangkan upah
diperuntukkan mereka pekerja hafian

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan definisih secara umum
yaitu hak pekerja yang diterima dan dinyatakanrdab@ntuk uang sebagai
imbalan dari pemilik modal (pengusaha) kepada p&ké@ouruh) atas
pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakigesuai perjanjian kerja,
kesepakatan-kesepakatan, atau peraturan perunddaggan, yang di
dalamnya meliputi upah pokok dan tunjangan yandguhgsi sebagai

jaminan kelangsungan hidup dan kelayakan bagi kasiazan

A.2. Pengertian Upah Dalam Prespektif Hukurartsl
Konsep ajaran Islam sebagai agama universal, kayanajaran
Islam lengkap mengatur berbagai segi kehidupan sinbaik segala hal
" Ibid

8 Ahmad S. Ruky, op.cit. him. 8-9
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yang berhubungan dengan Khalik maupun yang berketl@agan sesama
manusia. Termasuk pengaturan tentang masalah pemaup

Menyangkut masalah pengupahan, kodifikasi hukumanisl
menempatkan satu pembahasan khusus dalam kitdb yfagig terdapat
dalam balal-ijarah

Secara etimologis, katharah berasal dari katajru yang berarti
iwadh ‘penggant®. ljarah secara bahasa berarti upah dan sewa, jasa atau
imbalart®. Sadangkan menurut Syardfarah adalah perjanjian atau
perikatan mengenai pemakaian dan pemungutan rasihdnusia, benda
atau binatang*

Dalam istilah figh, al-ijarah (rent, rental) berarti transaksi
kepemilikan manfat barang/harta dengan imbalaeriart Ada juga istilah
al-ijarah fi al dzimmah (reward, fair wage), upah dalam tanggungan,
maksudnya upah yang diberikan sebagai imbalangekarjaan tertentu,
upah menjahit, menambal ban, dan lain-f&in.

Secara etimologis, pengertigarah adalah

PoaT Gl s 4ia 5, Gasall 52 521 (e AEiGR 3 AY)

° Sayyid Sabig, loc. cit.

19 Ghufron A. Masadiop. cit, him.181

1 SudarsonoPokok-pokok Hukum Islardakarta: Rineka Cipta, Cet: 2, 2001, him.422

2 1bnu Rusyd,Bidayatul Mujtahid, Analisa Figh Para Mujtahidlilid 3, Jakarta: Pustaka
Amani, 2007, him. 61

13 Sayyid SabigFighus Sunahlilid. 3, Kairo: Al-Fathu li Al-ljmali Al-Araby, t, hal. 209.
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“ljarah berasal dari katajru yang berartiwadhupengganti. Oleh
karena itutsawab’pahala’ disebut juga dengairu ‘upah’.”
Menurut syara’ijjarah adalah:
Mg il e sie
“Akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi”
Para ulama menyampaikan devirnjarah sebagai berikut:
1. Menurut Fugaha Hanafiyah.

P00 s b palivaall (ppall (ha 33 gesie Ao glae daiie clilai 2y e 3 5RY)
“Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang tikei dan
disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imBalan

2. Menurut Para Ulama Malikiyaljarah adalah:
100y giiall (any 5 V) Ardia o Slail) dpanss
“Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bemsigmusiawi
dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.”

3. Menurut Fugaha Syafi'iyah dan Hanabilah

o slaa (o s AalyY) 5 JAll AL 53 gunia G glaa drdia o dic: 55l

1 Ibid.

5 Abdur Rahman Al-JazirnKitab Al-Figh Ala Al-Madzahib Al-Arba’ahBeirut: Darul Kutub
Al-limiyah, 1990, hal. 86

18 |bid, hal. 88

7 bid, hal. 89.
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“ljarah adalah transaksi terhadap manfaat yang dikeherskaddara
jelas harta yang bersifat mubah dan dapat dipettakadengan
imbalan tertentu”

4. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy dan Musthafa Ahmad alga’ ijarah
adalah:
L";@j,uaﬂ@mggih)mzquﬁd\@gcfmw\my}aﬁc

bl oo
“Akad yang obyeknya, ialah penukaran manfaat unbalsa tertentu,
artinya: memilikkan manfaat dengawadh sama dengan menjual
manfaat.”®
5. Menurut H. Moh. Anwar seperti yang dikutip Sudasomenerangkan
bahwaijarah adalah perakadan (perikatan) pemberian kemanfaatan
(jasa) kepada orang lain dengan syarat memakaadh
(pengganti/balas jasa) dengan berupa uang ataunghayang
ditentukan®’
Meskipun istilah yang digunakan para ulama tentpeggertian
jjarah di atas berbeda-beda, namun pada dasarnya merekgunyai
maksud yang sama yaiijarah menitikberatkan pada suatu kemanfaatan

suatu benda atau jasa atau hasil kerja, bukan kiggmmkepada benda itu.

8 Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddie@gngantar Figh Mu’amalahCet. 3, Semarang:
PT. Pustaka Rizki Putra, 2001, him. 94.
19 Sudarsono, op. cit., him 422.
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Dapat disimpulkan disini bahwa upaHjafah) adalah suatu
perjanjian atau perikatan antara dua belah pihakumemiliki manfaat
suatu barang atau jasa dengan memberikan penggamt@n/imbalan atas
pemanfaatan barang atau jasa tersebut.

Sewa-menyewa sebagaimana perjanjian lainnya, adadmbpakan
perjanjian yang bersifat konsensual, perjanjian mampunyai kekuatan
hukum yaitu pada saat sewa-menyewa berlangsungidnla akad sudah
berlangsung, maka pihak yang menyewakduo’4jjir ) berkewajiban untuk
menyerahkan barangM@’jur) kepada pihak penyewaM(sta’jir), dan
dengan diserahkannya manfaat barang/benda makak pilemyewa
berkewajiban pula untuk menyerahkan uang sewddiyah)*

Dalam Bab ijarah, membahas tentang segala sesuatu yang
berhubungan dengan segala macam sewa-menyewamgaipyti: sewa-
menyewa barang bergerak, sewa-menyewa barang kidejerak’ dan
sewa-menyewa tenaga (perburuhfn).

B. Dasar Hukum Upah
Hampir semua ulama figh sepakat bahjagah disyariatkan dalam Islam.

Adapun golongan yang tidak menyepakatinya, sepésti Bakar Al-Asham,

20 Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubbisikum Perjanjian Dalam Islamdakarta: Sinar
Grafika, 1996, him. 52.

! Dari segi kemungkinan dapat di pindahkan, hatedtikan menjadnal-‘ugar (harta tidak
bergerak atau harta tetap), yaitu harta benda Yidag mungkin di pindah dari tempat asalnya ke
tewmpat lain seperti tanah dan rumah, daal ghairul ‘ugar harta bergerak atau harta tidak tetap),
yaitu harta benda yang dapat dipindahkan dari termpmulka ke tempat lain seperti hewan dan
perhiasan(lihat Ghufron A. Mas’adipp. cit.him. 22)

22 Hamzah Ya'qubKode Etik Dagang Menurut IslarBandung: Diponegoro, 1992, him. 317
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Ismail Ibn Aliah, Hasan Al-Bashri, Al-Qasyani, Nali, dan lbn Kaisan
beralasan bahwigarah adalah jual beli kemanfaatan, yang tidak dapatghpg
(tidak ada). Sesuatu yang tidak ada tidak dapaiteljorikan jual beli. Namun
dalam menjawab pandangan ulama yang tidak menyepgkah tersebut, lbn
Rusyd berpendapat bahwa kemanfaatan walaupun tmEkentuk, dapat
dijadikan alat pembayaran menurut kebiasaan (adlat).

Pada dasarnya transakgirah (sewa) disyahkan dalam syari’at. Jumhur
Ulama berpendapat bahwa ijarah disyariatkan berkiasaAl-Qur'an, As-Sunah,
dan ijma’.

a.Al-Quran
reany U5 WA 5l 08 aiiian 2635 Bl B85 60 Gl ) (5and bl

“Apakah mereka yang membagi- bagi rahmat Tuhanmafikah yang

menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan diamaami telah

meninggikan sebagian mereka atas sebagian yangokelierapa derajat,
agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagiag Yain. Dan
rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kukam.” ( az-

Zukhruf: 32§

Ulama fikih juga beralasan kepada firman Allah:
G5l G s 28 cacaf o

“Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu, maka belakainmbalannya
kepada mereka” (Q.S. at-Thalag:?8)

3 Sayyid SabigFigih SunnahJakarta: Pena llmu dan Amal, jild 4, 2008; tit
24 Departemen Agama RI. Al Qur'an dan Terjemahanogacit., him 706
?® |bid, him 816
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Maksud ayat di atas menerangkan bahwa dalam mdmhbarpah setelah
ada ganti, dan yang diupah tidak berkurang nilairfyeperti: memberi upah
kepada orang yang menyusui. Upah ini diberikan lsebanyusui, tidak karena
air susunya, tetapi mempekerjakannya. Hal ini ggfaagaimana orang menyewa
rumah yang didalamnya ada sumur, boleh mengambduanur dan nilai rumah
dengan sumur itu tidak berkurang.

Allah berfirman:

Al &alil) e s &) bl W) EDag
sl

“Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu la¢ak “Wahai

ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kisgsungguhnya orang

yang paling baik yang engkau ambil sebagai peképgmda kita) ialah
orang yang kuat dan dapat dipercaya” (Q.S. al-Qasha6y°

Allah berfirman:

G el 1) il U6 S8 39 1 3 i 8 @351 )50
Cybead Gsland Uo ) G 1saka 5 158 5 s haall 2

“Dan jika kalian ingin anak-anak kalian disusukateb orang lain, maka
tidak ada dosa bagi kalian apabila kalian membenikpembayaran
menurut yang patut{Q.S. al-Baqgarah: 233)

b. As-Sunah

2 |bid, him. 547
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d.\ga);\):\;Y\ \Jks\euadjquGu@_\La:u\w))A&ua\uc
2T (aale 0l ol 5)) 48,0 Cang )
“Dari Ibn Umar RA berkata, Rosulullah bersabda: Bah upah/jasa
kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum keririggegnya.” (HR.
Ibnu Majah)
Sabda Rasulullah:
28 (sl s oM 2 ol 5 ) o a) Anlasli yal jalind (he

“Barang Siapa yang meminta untuk menjadi buruh fateh beritahu
upahnya.” (HR. Razaqg dan Baihaqi).

Sabda Rasulullah:

29 (2aa) g alusa 5 5 il ol 5 5) 5 yal & laall ae | 5 andial axloa &Y s ()

“Rasulullah barbekam, lalu beliau membayar upahriygpada orang
yang membekamnya.” (HR. Bukhari, Muslim dan Ahmad)

c.ljma’
Landasanijma’nya ialah semua umat sepakat, tidak ada seorang
ulama pun yang membantah kesepakatgmal) ini, sekalipun ada
beberapa orang diantara mereka yang berbeda péndegbatu tidak

dianggap.

C. Rukun dan Syarat Upah Dalam Islam

%" Hafid Abi Abdululla Muhammad Ibn Yazid Qoswirip. cit.
28 \Wahbah al-Zuhailyal-Figh al Islamiy wa Adillatuhujuz IV, him. 730
29 |bid, him. 731
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Islam menghendaki agar dalam pelaksanaannya upalsehantiasa
diperhatikan ketentuan-ketentuan yang bisa menjatiailam pelaksanaannya
tidak merugikan salah satu pihak diantara keduaddgtuk memelihara ketentuan
tersebut maka dibutuhkan rukun dan syArat

Rukun-rukun dan syarat-syarat ijarah adalah seleydiut:

a) Mu’jir dan musta’jir, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau
upah-mengupah. Mu’jir adalah yang memberikan upah dan yang
menyewakanmusta’jir adalah orang yang menerima upah untuk melakukan
sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkannpa@e dan musta’jir
adalah baligh, berakal, cakapnelakukantasharruf (mengendalikan harta),

dan saling meridha?

%0 Rukun (Ar.: rakana, yurkanu, ruknan, rukuunamdijasandaran, atau unsur). Suatu unsur
yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suahugtan atau lembaga yang menentukan sah atau
tidaknya prbuatan tersebut dan ada atau tidakrsieaseitu.

Rukun berbeda dengan syarat yang juga menentukaratea tidaknya suatu perbuatan.
Syarat bukan merupakan bagian yang terdapat dalata perbuatan, tetapi di luar perbuatan tersebut.
Contoh: rukuk dan sujud adalah rukun shalat karekak dan sujud merupakan bagian yang terdapat
dalam shalat. Tetapi wudhu adalah syarat sah sHalegna dia merupkan urusan tersendiri yang
terdapat di luar shalat. (baca Dahlan Abdul AEasiklopedi Hukum Islajdakarta: PT Ichtiar Baru
van Hoeve, Cet. 1, 1996im. 1510)

31 Ukuran baligh seseorang adalah telah bermiitiitigm) bagi laki-laki dan telah haid bagi
perempuanBaligh juga dapat diukur dari usia seseorang, seperti yargantum dalam Hadis dari
Ibnu Umar yaitu 15 tahun. Terhadap orang yang sbdiigh sudah dapat dibebani hokuaklif atau
sudah dapat bertindak hokum, karena menurut Muhahimam Abu Zahrah, ia sudah berakal dan
memiliki kecakapan bertindak hokum secara sempurna.

berakal sehat. Seseorang yang melakukan perikarais imemiliki akal yang sehat. Dengan
akal sehat, ia akan memahami segala perbuatan hgaom dilakukan dan akibat hokum terhadap
dirinya maupun orang lain. Seseorang yang gilaasgadnarah, sedang sakit, atau sedangf tidur, tidak
dapat menjadi subyek hukum yang sempurna.

Ahliyah (kecakapan), yaitu kecakapan seseorang untuk ikemdlk dan dikenai kewajiban
atasnya dan kecakapan melakukasharruf Baca Gemala Dewi, ed aHukum Perikatan Islam di
Indonesia Jakarta: Kencana. 2005, cet. Ke-1, him. 56

%2 Hendi SuhendiFigh Muamalah Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlif11B
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Menurut Madzab Syafi'i dan Hambali syarat bagi kedwang yang
berakad adalah telah baligh dan berakal. Dengankdemapabila orang itu
belum atau tidak berakal, seperti anak kecil atean@ gila, menyewakan
hartanya, atau diri mereka sebagai buruh (tenagaildau boleh disewa),
makaijarahnya tidak safi®

Sedangkan menurut Madzab Hanafi dan Maliki mengatdkahwa
orang yang melakukan akad, tidak harus mencapaihadigh, tetapi anak
yang telahmumayyi?* pun boleh melakukan akagrah dengan ketentuan,
disetujui oleh waliny&>

b) Sighatijab kabuf® antaramu’jir dan musta’jir, sighat akad ijarah harus
berupa pernyataan, kemauan dan niat dari kedubh p#lak yang melakukan
kontrak, baik secara verbal atau dalam bentukylaity equivalent’

c) Ujrah, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua beidak. Hukum Islam
juga mengatur sejumlah persyaratan yang berkagagahujroh (upah atau

ongkos sewa) sebagaimana berikut ini.

% Abdurahman al-Jazirgp. cit., him. 91

% Mumayyiz (Ar.: al-mumayyiz, kata sifat dari muygazmenyisihkan). Seorang anak yang
sudah dapat membedakan sesuatu yang baik danwsgangtburuk yakni ketika ia berumur 7 tahun.
(baca: Dahlan Abdul Azigp. cit,him. 1225)

% Abdurahman al-Jazitigc. cit.

% Shighatadalah ucapan dari kedua belah pihak yang medakakadljab menurut ulama’
mazhab Hanafi adalah ucapan pertama dari orang lyargal beli, baik ucapan pertama itu muncul
dari pembeli maupun dari pe3njual. SedangKabul adalah ucapan kedua yang muncul dari pihak
kedua dalam suatu akad, yang menunjukan persetdammidhanya terhadap ucapan pihak pertama.
(lihat: Abdul Aziz Dahlan, eds, et.aBuplemen Ensiklopedi Isladakarta: Ikrar Mandiri Abadi, 2002,
him. 225)

%" Dimyauddin Djuwaini, op. cit., him. 158
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Pertama, upah harus berupal mutagawwindan upah tersebut harus
dinyatakan secara jelas. Persyaratan ini ditetapkardasarkan sabda
Rosulullah yang artinya: "Barangsiapa memperkerjakaruh hendaklah
menjelaskan upahnya". Mempekerjakan orang dengaah umakan,
merupakan contoh upah yang tidak jelas karena melnigg unsugjahalah
(ketidakpastian). Kedug upah harus berbeda dengan jenis obyeknya.
Menyewa rumah dengan rumah lain, atau mengupah pe&erjaan dengan
pekerjaan yang serupa, merupakan conjamah yang tidak memenuhi
persyaratan ini. Karena hukumnya tidak sah, kam@gat mengantarkan
kepada praktek rib¥.

Jikaijarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayarahnysa
pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak adeegaan lain, jika akad
sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenaiggaran dan tidak ada
ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah vaigiérahkan upahnya
secara berangsur sesuai dengan manfaat yang ditg@mMenurut Imam
Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengad atu sendiri. Jika
mu’jir menyerahkan zat benda yang disewa kepadata’jir, ia berhak
menerima bayarannya karena penyewaudia’ji) sudah menerima

kegunaart®

% Ghufron A. Masadiop. cit, him. 186-187
%9 Hendi Suhendi, op. cit., him. 121
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Menurut Mazhab Hanafi bahwa upah tidak dibayarkamyh dengan
adanya akad. Boleh untuk memberikan syarat mempatrcedan
menangguhkan upah seperti, mempercepat sebagiardapanenangguhkan
sisanya, sesuai dengan kesepakatan kedua belak. pitka tidak ada
kesepakatan saat akad dalam hal mempercepat ataanggeihkn upah
sekiranya upah dikaitkan dengan waktu tertentu,anvedgib dipenuhi sesudah
jatuh tempo. Misalnya, orang menyewa sebuah runeddms satu bulan,
setelah habis masa sewa ia wajib membayar uangteesedut?’

Dengan demikiarujrah disyaratkan yangertama harus jelas yaitu
diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihElkdua upah baru menjadi hak
pekerja setelah pekerjaannya selesai. Hal ini sefvaga dalam hadis Nabi
SAW. "bayarlah upah sebelum kering keringatny&étiga upah itu harus
adil dan layak sebagaimana firman Allah Swt daldrQAr'an Surat Al-
Bagarah ayat 233 (lihat dalam bab dasar hukum up&@mpat upah
dibayarkan sesuai dengan kesepakatan atau pemjéakad).

Barang yang disewakan atau sesuatu yang diker@diam upah-mengupah,
disyaratkan pada barang yang disewakan denganapebgyarat berikut ini.
1) Hendaklah barang yang menjadi obyek akad sewa-mengan upah-

mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.

0 Sayyid Sabigep. ci.t him 209
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2) Hendaklah benda yang menjadi obyek sewa-menyewa ujzah-
mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan aekernkut
kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa)

3) Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yaunlgah (boleh)
menurut syara’ bukan hal yang dilarang (diharamkan)

4) Benda yang disewakan disyaratkan keleah (zat)-nya hingga waktu
yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.

Adapunijarah yang mentransaksikan suatu pekerjaan atas seorang
pekerja atau buruh, harus memenuhi beberapa patagaebagai berikut :

Pertama perbuatan tersebut harus jelas batas waktu peker
misalnya bekerja menjaga rumah satu malam, ataulsdan, maka harus
jelas jenis pekerjaannya. Dengan kata lain,ijaahh pekerjaan diperlukan
adanygob description(uraian pekerjaany.

Kedug pekerjaan yang menjadi obygrah tidak berupa pekerjaan
yang telah menjadi kewajiban pihatusta’jir (pekerja) sebelum berlangsung
akadijarah, seperti kewajiban membayar hutang, mengembalpkajaman,
menyusui anak dan lain-lain

D. Macam-macam Upah
ljarah dapat dibagi menjadi dua, yaijarah terhadap benda atau sewa-

menyewa, daijarah atas pekerjaan atau upah mengupah.

1 Ghufron A. Mas'adiop. cit, him.185-186
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a. ljarah ‘ayan; dalam hal ini terjadi sewa-menyewa dalam bentrkdia atau
binatang dimana orang yang menyewakan mendapatamdari penyewa.
b. ljarah amal dalam hal ini terjadi perikatan tentang pekerjasau buruh
manusia dimana pihak penyewa memberikan upah kepéd&k yang
menyewakart?
Sedangkamarah ‘ala al-a’'mal terbagi menjadi dua, yaitu:
a. ljarah Khusus
Yaitu ijarah yang dilakukan oleh seorang pekerjakiinnya, orang
yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan gongang telah
memberinya upabh.
b. ljarah Musytarik
Yaitu ijarah dilakukan secara bersama-sama ataalundlerja sama.
Hukumnya dibolehkan bekerja sama dengan orandiain.
E. Hak Menerima Upah
Hak untuk menerima upah timbul pada saat adanyangan kerja dan
berakhir pada saat hubungan kerja putus. Di dalakarh Islam pekerja ataajir
berhak mendapatkan upahnya apabila:
a) Pekerjaan telah sele$hi
Berdalilkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Iiiviajah,

Nabi SAW Bersabda :

42 Sudarsonogp. cit.,him. 426
43 Rachmat Syafi'ipp. cit.,hlm. 135
4 Sayyid Sabigep. cit, him 210
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O Jf o al ¥ shel o a Jsu ) J8 Legie & (a ) jee () 2
45 (aale (pl ol 5)) 48 e gy
Artinya: "Dari Ibnu Umar RA berkata la: Bersabda &dullah

SAW: Berikanlah olehmu upah orang sewamu sebelum
keringatnya kering” (HR. lbnu Majah)

Mendapat manfaat, jika ijarah untuk barang

Apabila ada kerusakan pada barang sebelum dim&afadan
masih belum ada selang waktu, akad sewa tersebyadibatal.
Ada memungkinkan untuk mendapatkan manfaat. Jikessama
sewanya berlangsung, ada kemungkinan untuk meridapat
manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenularadeseluruhan.
Mempercepat pembayaran sewa atau kompensasi darmai ses
kesepakatan kedua belah pihak sesuai dalam halngguizan

pembayaran.

Menyangkut penentuan upah kerja, Islam tidak meikdoerketentuan

yang rinci

secara tekstual, scara umum dalam kan®aQuran yang ada

keterkaitan dengan penentuan upah kerja ini dapahpai dalam surat An-Nahl

ayat 90 sebagai berikut:

sl Siall g elindll o s Al 53 el 5 gluayl s Jaally jalyalll ()

0583 oSl Slany

Artinya :"Allah memerintahkan berbuat adil, melakukan keédzai dan

dermawan terhadap kerabat. Dan ia melarang perboddteyi,

S Hafid Abi Abdululla Muhammad Ibn Yazid Qoswinigd. cit.
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kemungkaran, dan penindasan. la mengingatkan karpays
mengambil pelajaran”.QS. An-Nahl ayat 90

Apabila ayat ini dikaitkan dengan perjanjian Kkerjmaka dapat
dikemukakan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada pamberi pekerjaan
untuk berbuat adil, berbuat baik dan dermawan kegekerjanya. Disebabkan
pekerja mempunyai andil yang besar untuk kesuksesaha pemberi kerja,
maka wajib pemberi kerja untuk mensejahterakan peeerjanya, termasuk
dalam hal ini memberikan upah yang layak.

Imbalan atau penghasilan yang diterima pekerj&k tedamanya disebut
sebagai upah, karena bisa jadi imbalan tersebwtrbtdemasuk dalam komponen
upah?’

a) Komponen Upah, terdiri dari :

1. Upah pokok, adalah imbalan dasar yang dibayarkamada buruh
menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besaray@tapkan
berdasarkan perjanjian.

2. Tunjangan tetap, adalah suatu pembayaran yangtdratkaitan dengan
pekerjaan yang diberikan secara tetap untuk buanhkeéluarganya yang
dibayarkan bersamaan dengan upah pokok. Jenis{iemigngan tetap

adalah tunjangan anak, tunjangan kesehatan, tlanapgrumahan, dsb.

46 Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, ap.ldm 157
“" TIM PMK-HKBP, Pengetahuan Dasar Tentang Hak-Hak Burdhakarta: Yakoma-PGl,
1999, him. 3
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Sedangkan tunjangan makan dan tunjangan transpddpat menjadi

tunjangan tetap bila tidak dikaitkan dengan kefsadiuruh®

b) Bukan termasuk komponen upah yaitu :

1.

Fasilitas, kenikmatan dalam bentuk nyata yang ta¢rdshusus atau untuk
meningkatkan kesejahteraan buruh, seperti fasilkerdaraan antar
jemput, pemberian makan secara Cuma-Cuma, sarauahp tempat
penitipan bayi, kantin, dsb.

Tunjangan hari raya (THR) pendapatan akhir tahutenpe yang wajib

dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja ataurggalugm menjelang
hari raya keagamaan.

Bonus, pembayaran yang diterima buruh dari hasiunkegan

perusahaan atau karena berprestasi melebihi fargetiksi yang normal

atau karena peningkatan produktivitas.

F. Tujuan Pengupahan

1)

2)
3)

4)

Mampu menarik tenaga kerja yang berkualitas baikrdampertahankan
mereka.

Memotivasi tenaga kerja yang baik untuk berpresiaggi.

Mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia

Membantu mengendalikan biaya imbalan tenaga Rerja

G. Pembatalan dan Berakhirnya Upah

48 i
Ibid
4 F. Winarni dan G. Sugiyarso, Administrasi Gaji daipah, Yogyakarta: Pustaka
Widyatama, 2006, him 23
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Pada dasarnya perjanjian upah mengupah merupakgnj@a& yang
lazim, dimana masing-masing pihak yang terikat malperjanjian itu tidak
mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian (tidampunyai halkfasak),
karena jenis perjanjian termasuk kepada perjatijiaipal balik>®

Namun demikian tidak tertutup kemungkinan pembataggerjanjian
(fasakh)oleh salah satu pihak jika alasan atau dasar yaaguantuk itu, adapun
hal-hal yang menyebabkan batal dan berakhirnya agatah :

1. Terjadinya aib pada barang sewaan

Maksudnya bahwa pada barang yang menjadi obyek
perjanjian sewa-menyewa terdapat kerusakan ketitargy berada di
tangan pihak penyewa, yang mana kerusakan itu ladiddkibatkan
kelalaian pihak penyewa sendiri.

2. Rusaknya barang yang disewakan

Maksudnya barang yang menjadi obyek perjanjian sewa
menyewa mengalami kerusakan atau musnah sehindaia diapat
dipergunakan lagi sesuai dengan apa yang dipegamjimisalnya
yang menjadi obyek sewa-menyewa adalah rumah, kamudmah
tersebut terbakar atau roboh, sehingga rumah tgrdetak dapat
digunakan kembali.

3. Rusanya barang yang diupahKara'jur a’laih)

%0 Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, op. bitn. 56-57
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Maksudnya barang yang menjadi sebab terjadi hulbunga
sewa-menyewa mengalami kerusakan, sebab dengaknyasatau
musnahnya barang yang menyebabkan terjadinya panjamaka
akad tidak akan mungkin terpenuhi lagi. Misalnyasii A
mengupahkan kepada si B untuk menjahit bakal lagn, kemudian
bakal baju itu mengalami kerusakan, maka perjargema-menyewa
akan berakhir sendirinya.

4. Terpenuhi manfaat yang diakadkan

Dalam hal ini yang dimaksudkan bahwa apa yang rdenja
tujuan perjanjian telah tercapai, atau masa pésjargewa-menyewa
telah berakhir sesuai dengan ketentuan yang diagépaleh para
pihak. Misalnya : Dalam hal persewaan tenaga (pehaun), apabila
buruh telah melaksanakan pekerjaannya dan mendsapatipah
sepatutnya, dan masa kontrak telah berakhir, makgah sendirinya
berakhirlah perjanjian sewa-menyeWa.

5. Adanya uzur
Adanya uzur merupakan salah satu penyebab putus dan
berakhirnya perjanjian sewa-menyewa, sekalipun ugensebut
datangnya dari salah satu pihak. Adapun yang dinthlengan uzur
di sini adalah suatu halangan sehingga perjangkak imungkin dapat

terlaksana sebagaimana mestinya. Misalnya : searemyewa toko

1 Hamzah Yakub, op. cit., him 334
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untuk berdagang, kemudian barang dagangannya musniadkar,
atau dicuri orang sebelum toko itu dipergunakarkarmhak penyewa
dapat membatalkan perjanjian sewamenyewa took tgalg diadakan

sebelumnya



